Penolakan Warga Kampung Pulo Terhadap Program







1.1 Latar Belakang 
Pembangunan di Indonesia yang cenderung bersifat sentralistik, serta laju 
perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan semakin 
kompetitif. Sehingga menyebabkan kota menjadi daya tarik migrasi kota dan 
menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota. 
Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan umumnya berasal dari migrasi kota, 
seperti kota Jakarta yang merupakan kota dengan tingkat migrasi kota yang paling 
tinggi dibandingkan kota yang lainnya, dengan persentase 100,0% yang 
merupakan angka migrasi kota tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya yang 
ada di Indonesia (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014). 
Namun tingginya angka migrasi kota ini tidak diimbangi oleh kemampuan 
pelayanan kota Jakarta, sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya 
lingkungan permukiman Kampung Kota.     
 Permukiman Kampung Kota merupakan permasalahan klasik yang sejak 
lama telah berkembang di Jakarta. Terbentuknya permukiman Kampung Kota, 
yang sering disebut sebagai slum area juga sering dipandang potensial 
menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat menyebabkan timbulnya 
masalah sosial. Salah satu permukiman Kampung Kota di Jakarta yang terkenal 
adalah Kampung Pulo, yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan 
Jatinegara, Jakarta Timur yang sudah ada sejak tahun 1930. Mayoritas kampung 
ini dihuni oleh etnis Betawi dan sejak tahun 1970-an banyak warga pendatang dari 
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daerah Bogor, yang berasal dari etnis Tionghoa, juga warga keturunan Arab, 
Padang, dan Batak (Data Lembaga swadaya masyarakat Ciliwung Merdeka, 
2015). Keberadaan Kampung Pulo yang semakin bertambah jumlah penduduknya, 
yaitu 12.828 warga yang terdiri dari 3096 kepala keluarga menyebabkan wilayah 
Kampung Pulo semakin padat (Data penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 
2016). Dengan wilayah yang semakin padat dan letak Kampung Pulo yang berada 
tepat di bantaran Kali Ciliwung, menyebabkan penyempitan pada luas Kali 
Ciliwung yang melintasi wilayah Kampung Pulo. Sehingga menyebabkan debit 
air yang mengalir setiap kali hujan turun tertahan di wilayah Kampung Pulo dan 
menyebabkan debit air yang mengalir di Kali Ciliwung dari kiriman pintu air 
Katulampa Bogor tertahan ketika melintasi wilayah Kampung Pulo dan 
menyebabkan kampung ini selalu kebanjiran.  
Permukiman Kampung Pulo yang termasuk dalam wilayah Kelurahan 
kampung Melayu termasuk salah satu daerah yang mengalami kerugian paling 
besar akibat banjir. Berdasarkan data yang didapat, banjir Kampung Melayu pada 
saat banjir besar tahun 2007, telah menimbulkan korban hingga mencapai 1.980 
Kepala keluarga yang terdiri dari 6.740 jiwa. Bahkan banjir yang terjadi di 
Kampung Pulo yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Kampung Melayu 
merupakan banjir yang tertinggi di wilayah administrasi Jakarta Timur dengan 
ketinggian debit air yang mencapai 6 meter (Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah DKI Jakarta, 2007). Bukan hanya berdampak pada bencana banjir yang 
terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, dampak bagi warga Kampung Pulo itu 
sendiri juga menjadi masalah sosial karena menurunnya tingkat kesehatan 
masyarakat, dan rendahnya kualitas lingkungan Kampung Pulo. Dapat dilihat dari 
3 
 
data yang menunjukan jumlah warga yang terkena berbagai penyakit terutama 
penyakit ISPA dan Diare, pasca banjir melanda Kampung Pulo, dimana data 
tersebut menunjukkan bahwa, 5055 warga atau sekitar 39,40% warga Kampung 
Pulo telah mendatangi puskesmas di Kampung Pulo dengan berbagai macam 
keluhan penyakit pasca banjir melanda Kampung Pulo pada tahun 2015 lalu (Data 
penduduk Kelurahan Kampung Melayu, 2016). Kemudian untuk mengatasi 
permasalahan ini, Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo 
dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat. Seperti Rusun 
Jatinegara Barat yang telah selesai pembangunannya dan telah ditempati oleh 3 
RW dari jumlah total 9 RW yang ada di Kampung Pulo atau sekitar 2184 warga 
Kampung Pulo yang sebelumnya sudah direlokasi.  
Pemprov DKI juga beralasan relokasi Kampung Pulo merupakan bagian 
dari rencana Pemerintah menormalisasi sungai Ciliwung. Rencana normalisasi 
tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau 
serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo, demi mewujudkan Jakarta 
yang bersih dari permukiman Kampung Kota dan bebas banjir(Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, 2014). Berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011 pasal 3 tentang rumah susun, 
menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin 
terwujudnya peningkatan kualitas hidup penghuni rumah susun yang layak huni 
dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan 
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serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan 
ekonomi, sosial, dan budaya (Perumahan Nasional, 2011). 
Namun permasalahannya, relokasi yang dilakukan Pemprov DKI dalam 
upayanya mewujudkan tujuan yang ada dalam Perda dan memecahkan masalah 
sosial yang selama ini ada di Kampung Pulo, sulit sekali terwujud. Dikarenakan 
adanya penolakan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah 
susun Jatinegara Barat yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. Penolakan warga 
Kampung Pulo terhadap program relokasi ini sudah dilakukan selama bertahun-
tahun, yaitu sejak pertama kalinya kebijakan relokasi ini dikeluarkan pada tahun 
2014 sampai dengan saat ini. Warga Kampung Pulo menolak dipindah ke Rusun 
Jatinegara Barat dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dengan 
alasan bahwa pindah dari Kampung Pulo tidak semudah memindahkan fisik, 
melainkan juga karena kehidupan sosial dan ekonomi mereka sudah melekat sejak 
lama di Kampung Pulo. Penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo 
juga mengakibatkan terjadinya keributan antara warga Kampung Pulo dengan 
aparat penegak hukum setiap kali penggusuran akan dilakukan, dan penolakan ini 
mengakibatkan relokasi tidak pernah selesai sampai dengan saat ini. 
Dalam permasalahan ini, peneliti tertarik dengan masalah ini karena 
permasalahan relokasi ini tidak pernah selesai dari tahun ke tahun dan bahkan 
sampai dengan hari ini. Padahal jika dilihat dari program Pemprov DKI yang 
berupaya untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke rumah susun yang layak 
huni, sehat, dan fasilitas rumah tangga yang lengkap, relokasi ini justru 
menguntungkan warga Kampung Pulo itu sendiri. Karena dengan rumah susun 
yang layak huni dan tidak berada di bantaran kali, mereka akan terbebas dari 
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banjir yang setiap kali hujan turun menghampiri rumah mereka, dan dapat 
meningkatkan kesehatan serta kualitas lingkungan mereka. Namun warga 
Kampung Pulo lebih memilih untuk bertahan dan menolak untuk direlokasi. Jika 
dilihat dari proposisi awal dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan warga 
Kampung Pulo dalam menolak relokasi ke rumah susun yang dicanangkan 
Pemprov DKI adalah karena atas dasar tujuan ekonomi dan sosial. Dan tindakan 
penolakan yang dilakukan warga Kampung Pulo sebagai aktor dalam mencapai 
tujuan dari penolakan program relokasi adalah dengan cara memanfaatkan sumber 
daya yang mereka miliki, yaitu jaringan dan solidaritas antar warga Kampung 
Pulo yang ikut dalam menolak program  relokasi. Dari penjelasan di atas, menarik 
untuk diteliti secara lebih mendalam bagaimana tindakan penolakan yang 
dilakukan oleh warga Kampung Pulo terhadap program relokasi ke rumah susun 
yang dicanangkan Pemprov DKI. 
1.2 Rumusan Masalah 
Di dalam sebuah kota yang sedang menggencarkan pembangunan dan 
memperbaiki kualitas lingkungan tempat tinggal warganya, khususnya yang 
tinggal di permukiman Kampung Kota dengan kondisi yang buruk menjadi salah 
satu penghambat perkembangan kota tersebut seperti yang terjadi Kampung Pulo, 
Disini Pemprov DKI yang sedang gencar melaksanakan pembangunan di Jakarta, 
berupaya untuk merelokasi warga Kampung Pulo ke tempat tinggal yang lebih 
layak, yaitu ke Rusun Jatinegara. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemprov 
DKI untuk merelokasi warga Kampung Pulo, dari tahun ke tahun tidak pernah 
berhasil. Dan selalu mendapatkan penolakan warga Kampung Pulo. Oleh karena 
itu yang menjadi rumusan dari penelitian ini, adalah : 
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“Bagaimana tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo 
terhadap program relokasi ke rumah susun yang dicanangkan Pemprov DKI?”  
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Memahami tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo 
terhadap penolakan program relokasi ke Rusun yang dicanangkan 
Pemprov DKI.  
2. Mengetahui tujuan dan dasar penolakan yang dilakukan oleh warga 
Kampung Pulo terhadap program relokasi ke Rusun yang dicanangkan 
Pemprov DKI. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar nantinya dapat memberi 
masukan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi masalah program 
relokasi di Kampung Pulo.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 
pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan 
terutama Sosiologi, pada kehidupan sosial khususnya mengenai 
pengetahuan akan program relokasi. 
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap 
masyarakat pada umumnya terutama tentang program relokasi yang 
biasanya dilakukan oleh Pemerintah.  
 
